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WALIKOTA BITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
Pemerintahan Daerah, perlu diupayakan secara terarah, terpadu dan
berkelanjutan sehingga mencapai fungsinya dengan baik dan utuh
dengan didukung oleh kepastian hukum, tertib administrasi dan
kejelasan tata cara pemungutannya;

bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
demokrasi pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan
Daerah yang mengatur objek Retribusi Jasa Umum perlu
disesuaikan;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
ketentuan mengenai Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b , huruf ¢ dan huruf d, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Bitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049); w-




(o
\»

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung
Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung
Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

obhow

Daerah adalah Kota Bitung.
Walikota adalah Walikota Bitung.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung, yang selanjutnya disingkat DPRD,

adalah DPRD Kota Bitung sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.\\
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7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah RSUD
(Kelas C) Kota Bitung.

10. Direktur adalah Direktur RSUD.

11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

12.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah Badan Usaha
Milik Negara di Kota Bitung.

13.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha
Milik Daerah di Kota Bitung.

14.Pihak Swasta adalah Pihak Swasta di Kota Bitung.

15.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.

16.Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

17.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

18.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan
oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga lainnya pada
Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan,
perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.

19. Kotoran/Sampah ialah segala kotoran/sampah yang diakibatkan oleh sisa bahan
makanan dan/atau pembersihan penyapuan bangunan dan pekarangan.

20.Kotoran/sampah luar biasa ialah berupa cirit hewan, bahan/material sisa-sisa
bangunan, bahan-bahan berasal dari pembakaran pertukangan, perbengkelan atau
perusahaan-perusahaan dan bahan asal pembalut pembungkus atau peti-peti
kosong suatu perusahaan serta cabang/ranting hasil tebangan pohon dan lain-lain
berupa kotoran/sampah tidak dapat digolongkan pada jenis kotoran/sampah
sebagaimana dimaksud pada angka 19.

21.Pelayanan kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi
pembuangan/pemusnahan sampah Rumah Tangga, Industri dan Perdagangan
termasuk pelayanan kebersihan jasa umum, taman, jalan dan ruangan tempat
umum. \\v






